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PERATURAN  DESA LAMBUR
NOMOR     :  02 TAHUN 2022
TENTANG
LELANG BANDA DESA LAMBUR
KECAMATAN MREBET
KABUPATEN PURBALINGGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA  LAMBUR
	Menimbang
	:
	a. Bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan asli desa, perlu dilaksanakan Lelang Banda Desa Lambur;
b. Bahwa berdasarkan  pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, lelang tanah kas Desa Lambur  perlu  ditetapkan dengan Peraturan Desa Lambur tentang Lelang Banda Desa Lambur;

	
	
	

	Mengingat
	:
	1. Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembahan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah  diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12  Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  (Lembahan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa                           (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan  Pengawasan  Penyelenggaraan   Pemerintah  Daerah  ( Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan PemerintahanAntara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10  Tahun 2000);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5  Tahun 2006);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga kepada Pemerintahan Desa  (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22  Tahun 2006);

	Dengan Persetujuan bersama,
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LAMBUR
Dan

KEPALA DESA LAMBUR

	

	MEMUTUSKAN

	
	
	

	Menetapkan
	:
	PERATURAN DESA LAMBUR KECAMATAN MREBET KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG LELANG BANDA DESA LAMBUR KECAMATAN MREBET  KABUPATEN PURBALINGGA

	
	
	

	BAB I

KETENTUAN UMUM

	
	
	

	Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud  dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah  yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal –usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Desa.

4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Lambur.
5. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

6. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
7. Keputusan Kepala Desa adalah Perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa.

8. Lelang Banda Desa adalah kegiatan yang yang dilaksanakan untuk melelang Banda Desa yang digunakan untuk kepentingan desa.


	BAB II

OBYEK TANAH KAS DESA YANG DILELANG
  Pasal   2

Meliputi Tanah Kas Desa, 

Tanah kas desa yang dilelang adalah:

1. Kelebihan Bengkok Sekdes ( Belakang Sumeri )  Luas 3000 m
2. Bengkok Kadus III Timur Luas 9500 m
3. Bengkok Kadus III Barat Luas 1600 m
4. Bekas Bengkok Kayim Luas 3954 m
5. Bekas Bengkok Ulu Ulu  I Luas 7965 m
6. Bekas Bengkok Ulu Ulu II Luas 1143 m
7. Bekas Bengkok Kadus III tambahan 1500 m
8. Kas Desa Curug Luas  5222 m
9. Kas Desa PG 24  Luas  8200 m
10. Kas Desa Pesarehan Luas 1510 m
11. Kas Desa Belakang TK Luas 1100 m.

	
	
	

	   BAB  III

   SYARAT-SYARAT UNTUK MENGIKUTI  LELANG BANDA DESA 
Pasal 3
 Syarat-syarat untuk mengikuti lelang tanah kas desa adalah :
1. Penduduk desa Lambur ;

2. Mematuhi tata tertib lelang; (terlampir)
BAB  IV
JANGKA WAKTU PENGGARAPAN  BANDA DESA YANG DILELANG

Pasal 4

P
(1) Jangka waktu penggarapan tanah kas desa yang dilelang selama 1 (satu) tahun terhitung sejak diumumkan sebagai pemenang lelang.
(2) Apabila jangka waktu penggarapan tanah kas desa habis, maka yang bersangkutan baik pelelang maupun penggarap tidak dapat mengikuti pelelangan tanah kas desa tahun berikutnya.
   BAB  V
PANITIA LELANG BANDA DESA
Pasal 5
(1)  Untuk melaksanakan lelang tanah kas desa, maka dibantu panitia lelang tanah kas desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(2)  Keanggotaaan Panitia Lelang tanah kas desa terdiri dari unsur LPMD, Tokoh masyarakat dan perangkat desa dengan sejumlah 5 (Lima) orang. 
(3) Susunan panitia lelang terdiri  dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota;

(4) Keanggota Panitia Lelang berlaku selama 1 (satu) tahun.
   BAB  VI

TUGAS  PANITIA LELANG BANDA DESA
Pasal 6
 Panitia Pelaksana Pengisian lelang adalah :

1. Menginventarisir Banda Desa yang dilelang;

2. Menyusun tata tertib pelaksanaan lelang Banda Desa;

3. Mengumumkan Banda Desa yang akan dilelang;

4. Menentukan standar harga Banda Desa yang akan dilelang;

5. Melaksanakan lelang;

6. Mengumumkan pemenang lelang;

7. Menerima dan menyetorkan uang jaminan lelang dan hasil lelang;
8. Melaporkan hasil lelang kepada Kepala Desa;
9. Menyelesaikan permasalahan yang timbul apabila terjadi selama dan atau sesudah pelaksanaan lelang.

     BAB  VII

PENYETORAN UANG HASIL LELANG 
Pasal  7
(1) Bendahara panitia lelang untuk menyetorkan hasil lelang tanah kas desa kepada Bendaharawan Desa paling lambat 1 x 24 jam sejak diterima uang hasil Lelang;

(2) Apabila dalam jangka waktu 1 x 24 jam belum menyetorkan uang hasil lelang maka kepala desa berhak untuk mengklarifikasi kepada bendahara panitia lelang
     BAB  VIII

PENGGUNAAN UANG HASIL LELANG BANDA DESA
Pasal  8
(1) Uang hasil lelang tanah kas sebagian digunakan untuk biaya Panitia Lelang;

(2) Besarnya biaya panitia lelang adalah 10 % dari hasil Banda Desa yang dilelang
(3) Uang hasil lelang setelah dikurangi biaya panitia lelang digunakan untuk anggran rutin pemerintah desa dan dicantumkan dalam Anggran pendapata dan Belanja Desa tahun berjalan.

BAB IX
PENUTUP

Pasal  9
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Lambur Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. 

	
	
	










    Disahkan di  Lambur







                       Pada tanggal  18 Maret 2022
                                                                                KEPALA DESA LAMBUR
                     TUTI HARYANI
Diundangkan di Lambur
pada tanggal  18 Maret 2022
Sekretaris Desa Lambur
     EVI AGUSTIN
 (Lembaran Peraturan Desa Lambur Tahun 2020 Nomor 05  )
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BERITA ACARA

Nomor   : .... / II / 2022
TENTANG

PENETAPAN PERATURAN DESA LAMBUR  TENTANG LELANG BANDA DESA DAN PEMBENTUKAN PANITIA LELANG BANDA 

DESA LAMBUR TAHUN 2022
Pada hari ini Rabu tanggal Delapan belas Bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh dua bertempat di  Kantor Balaidesa Lambur telah dilaksanakan rapat membahas Penetapan Peraturan Desa Lambur tentang Lelang Banda Desa Lambur dan Pembentukan Panitia lelang Banda Desa Lambur yang dihadiri oleh Kepala Desa Lambur, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, tokoh masyarakat dan anggota BPD Desa Lambur Sebagaimana daftar hadir terlampir, dengan cara musyawarah untuk mufakat  dan diperoleh hasil sebagai berikut :
1. Bahwa peserta sepakat menetapkan Peraturan Desa Lambur tentang Lelang Banda Desa Lambur.
2. Membentuk Panitia Lelang Banda Desa Lambur dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

a. Djasmin RS    Sebagai Ketua

b. Evi Agustin    Sebagai Sekretaris

c. Rokhimah       Sebagai Bendahara

d. Mamang S      Sebagai Anggota
e. Cipto Y          Sebagai Anggota
f. Zaenal A        Sebagai Anggota
g. Sutrisno          Sebagai Anggota

h. Misom            Sebagai Anggota

i. Sutomo           Sebagai Anggota
3. Panitia lelang Banda Desa Lambur untuk ditetapkan dengan Keputusan kepala Desa Lambur
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan digunakan sebagaimana mestinya.

                        KEPALA DESA LAMBUR
                          TUTI HARYANI
DAFTAR HADIR
Hari/tgl
: 
Waktu
: 

Acara
: 

Tempat
: 
	NO
	NAMA
	JABATAN
	TANDA TANGAN

	1
	2
	3
	4

	1
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	2
	
	
	
	2…………

	3
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	4………….
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                                                                         KEPALA DESA LAMBUR


                                                                TUTI HARYANI
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 KEPUTUSAN KEPALA DESA LAMBUR
Nomor     :  04 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA LELANG BANDA DESA LAMBUR  
KECAMATAN MREBET KABUPATEN PURBALINGGA  TAHUN 2022
KEPALA DESA  LAMBUR
	Menimbang
	:
	a. bahwa untuk membantu kelancaran dalam proses Lelang Banda Desa Lambur dipandang perlu untuk membentuk Panitia Lelang Banda Desa Lambur Tahun 2020;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, Pembentukan panitia Lelang Banda Desa Lambur Tahun 2020 perlu ditetapkan dengan Keputusan kepala Desa Lambur.

	Mengingat
	a. :
	1. Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembahan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang   ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4538);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembahan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan  Pengawasan  Penyelenggaraan   Pemerintah  Daerah  ( Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10  Tahun 2000);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5  Tahun 2006);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga kepada Pemerintahan Desa  (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22  Tahun 2006);

11. Peraturan Desa LAMBUR Nomor 02 Tahun 2020 tentang Lelang Banda Desa LAMBUR (Lembaran Peraturan Desa LAMBUR Tahun 2020 Nomor 02 ) 


	
	b. 
	MEMUTUSKAN

	Menetapkan
	:
	

	KESATU
	:
	Membentuk Panitia Lelang Banda Desa Lambur Tahun 2022

	KEDUA
	:
	Susunan Keanggotaan Panitia Lelang Banda Desa Lambur Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

	KETIGA
	:
	Tugas Panitia Lelang sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama Keputusan ini  adalah :

1. Menginventarisir Banda Desa yang dilelang;

2. Menyusun tata tertib pelaksanaan lelang Banda Desa;

3. Mengumumkan Banda Desa yang dilelang;

4. Menentukan standar harga Banda Desa yang dilelang;

5. Melaksanakan lelang;

6. Mengumumkan pemenang lelang;

7. Menerima dan menyetorkan uang jaminan lelang dan hasil lelang;

8. Melaporkan hasil lelang kepada Kepala Desa;

9. Menyelesaikan permasalahan yang timbul apabila terjadi selama dan atau sesudah pelaksanaan lelang.



	KEEMPAT
	:
	Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

	KELIMA
	:
	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan


                     Ditetapkan di :  Lambur
                     pada tanggal   : 18 Maret 2022

           Kepala Desa LAMBUR
                   tuti  haryani
Tembusan disampaikan Kepada Yth. 

1. Bupati Purbalingga c.q. Kepala Tata Pemerintahan Setda Kab. Purbalingga

2. Camat Mrebet

3. Ketua BPD Desa Lambur
4. Panitia Lelang Banda Desa L ambur.

                                                   LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA LAMBUR
                                                                                                                      Nomor        : 04 Tahun  2022
:  141.     /  KEP TAHUN 2008

                                                                                                                      Tanggal      :  18 April 2022
:                          2008

SUSUNAN PANITIA LELANG BANDA DESA LAMBUR KECAMATAN MREBET
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022
	NO.
	NAMA 
	JABATAN
	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
	KETERANGAN

	1
	2
	3
	4
	7

	1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
.


	TUTI  HARYANI
DJASMIN  RS
EVI AGUSTIN
ROKHIMAH

CIPTO YUWONO
SUTRISNO
ZAENAL ABIDIN
MAMANG SUGIHARTO
SUTOMO
MISOM

	Kepala Desa
Ketua LPMD
Sekretaris Desa
Kepala Urusan Keuangan
Kasi Kesejahteraan
Kadus I
Kasi Pelayanan
Kaur Umum
Ketua Rt 12
Ketua Rt 01

	Pelindung
Ketua
Sekretaris
Bendahara
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

	


KEPALA DESA LAMBUR
                 TUTI  HARYANI
TATA TERTIB LELANG TANAH KAS DESA

DESA LAMBUR KECAMATAN MREBET

TAHUN 2022

1. Peserta lelang dumulai pukul 14.00 Wib s/ d selesai
2. Perangkat Desa tidak boleh mengikuti lelang
3. Lelang tanah kas desa berlaku untuk warga desa LAMBUR
4. Peserta mengisi daftar hadir sekaligus  mendaftarkan diri sebagai calon peserta lelang;

5. Peserta lelang menduduki tempat duduk yang telah disediakan oleh Panitia 

6. Peserta lelang mempersiapkan diri mengikuti lelang blok-blok yang telah ditentukan oleh panitia 

7. Panitia membuka penawaran harga untuk tanah kas desa desa yang akan dilelang

8. Peserta lelang mengisi blanko penawaran dan menyerahkan kepada panitia

9. Pemenang lelang adalah peserta lelang yang mengajukan penawaran paling tinggi dan ditunjuk sebagai pemenang lelang;

10. Bagi peserta lelang yang telah memenangkan atau mendapatkan satu blok tanah yang dilelang diperbolehkan untuk mengikuti lagi di semua blok

11. Bagi peserta yang mendapatkan blok tanah yang masih ada tanamannya maka diperhitungkan harga satu tahun .
12. Bagi peserta lelang yang sudah menang lelang selama tiga kali berturut-berturut tidak boleh ikut lelang.
13. Bagi pemenang lelang harus membayar uang muka 10 % dan pelunasan paling lambat 7 hari ( 1 Minggu ) dan dan ditungkan dalam surat pernyataan kesanggupan.
14. Satu minggu sebelum jatuh tempo akan diadakan pertemuan musyawarah
15. Bagi peserta lelang yang menang lelang yang melewati jatuh tempo dikarenakan masih masa tanam akan dikenakan denda  10 %.
16. Penggarapan tanah lelang tahun 2022  berlaku 10 bulan (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal 1 Maret tahun 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2022
17. Apabila ada hal-hal yang belum diatur/terdapat perselihan mengenai pelaksanaan lelang tanah kas desa LAMBUR tahun 2022 akan dtempuh melalui musyawarah

18. Keputusan Panitia tidak dapat diganggu gugat 
	Mengetahui

Kepala Desa LAMBUR
TUTI  HARYANI
	LAMBUR,       Februari 2022
Ketua Panitia

DJASMIN  RS.




Kepla Desa Mrebe
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA


KECAMATAN MREBET


DESA LAMBUR


  Alamat : Jl. Desa Lambur Km.01, Mrebet-Purbalingga Kode Pos 53352
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